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KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Handrini Ardiyanti

Abstrak

Komunikasi pemerintahan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19.
Artikel ini menelaah pemahaman komunikasi pemerintahan dalam penanganan
pandemi Covid-19, berbagai permasalahan terkait dengan komunikasi pemerintahan
dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta perbandingan komunikasi
pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah negara.
Berdasarkan telusur dokumen diketahui setidaknya ada 4 (empat) masalah utama
komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu:
kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi terkait beberapa isu,
rendahnya kepercayaan publik, serta kurang efektifnya komunikasi organisasi
pemerintahan. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi
pedoman komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 serta mendorong
optimalisasi peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pendahuluan

Komunikasi  pemerintahan
memegang peran penting
dalam  penanganan  pandemi

Covid-19. Pengertian komunikasi
pemerintahan pada dasarnya
adalah segala sesuatu tentang
pengaturan dan praktik
komunikasi yang berlangsung
di ruang lingkup pemerintahan,
khususnya eksekutif. Dengan
demikian, pembahasan mengenai
komunikasi pemerintahan
diuraikan antara lain: Pertama,
pengorganisasian yang dilakukan
guna melihat apakah tanggung
jawab untuk merumuskan strategi

komunikasi di tingkat fungsional
atau manajemen menengah. Kedua,
menelisik dokumen dan peraturan
terkait guna melihat perencanaan
komunikasi pemerintahan. Ketiga,
melihat analisis persepsi publik
(Maria José Canel and Karen
Sanders, 2013).

Komunikasi  pemerintahan
tidak hanya tentang mengelola
opini publik melainkan lebih
dari itu, bagaimana mengelola
keseluruhan proses komunikasi
yang berlangsung di pemerintahan

untuk mendukung tercapainya
tujuan dalam penanganan
Covid-19. Untuk itu tulisan



ini menguraikan beberapa hal,
antara lain tentang pemahaman
tentang komunikasi pemerintahan,

permasalahan komunikasi
pemerintahan yang terjadi
di Indonesia, perbandingan

komunikasi pemerintahan dalam
penanganan pandemi Covid-19 di
sejumlah negara, dan komunikasi
pemerintahan yang efektif dalam
penanganan pandemi Covid-19.

Permasalahan Komunikasi
Pemerintahan dalam
Penanganan Covid-19

Berdasarkan telusur
dokumen, setidaknya ada 4 (empat)
masalah utama komunikasi

pemerintahan dalam penanganan
Covid-19 yang dihadapi pemerintah
di Indonesia, yaitu kurang
akuratnya data dan informasi,
minimnya sosialisasi ~ informasi
terkait beberapa isu, rendahnya
kepercayaan publik, dan kurang
efektifnya komunikasi organisasi
pemerintahan.

Permasalahan kurang
akuratnya data dan informasi
antara lain dikemukakan Ahmad
Arif yang mencontohkan data
kematian yang tidak sesuai dengan
panduan WHO (Arif, 2020). Selain
itu data bantuan sosial juga dinilai
belum akurat (Siagian, 2020).
Permasalahan minimnya sosialisasi
dan  rendahnya  kepercayaan
masyarakat menimbulkan
sejumlah  permasalahan seperti
penolakan rapid test (Astutik,
2020), dan fenomena pengambilan
paksa jenazah penderita Covid-19.
Hal itu, menurut sosiolog
bencana  Nanyang  Technological
University Singapore, Sulfikar Amir,
adalah bukti ketidakpercayaan

masyarakat (Syambudi, 2020).
Sedangkan permasalahan kurang
efektifnya komunikasi organisasi
pemerintahan dapat diketahui
dari perbedaan kebijakan
antarorganisasi pemerintahan
yang dikomunikasikan ke publik.
Beberapa hal di antaranya yaitu
tarik menarik kewenangan antara
pusat dengan daerah (Mandasari,
2020), pemberian ijin masuk
bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)
di tengah pandemi Covid-19
(Pohan, 2020), dan pengaturan
pengoperasian ojek daring (Jannah,
2020).

Perbandingan Komunikasi
Pemerintahan Sejumlah
Negara

Dalam kerangka mencari
best practice manajemen
komunikasi pemerintahan, maka
perbandingan di sejumlah negara
dapat dilihat pada tabel 1. Dari
tabel tersebut dapat diketahui
terdapat  perbedaan  tentang
siapa pihak yang merumuskan
strategi komunikasi. Di Indonesia
dan Kanada, perumusan
strategi  kebijakan  dilakukan
di tingkat fungsional. Sedang
di Inggris dan Afrika Selatan
kebijakan  dikeluarkan  oleh
tingkat manajemen menengah,
yaitu kementerian. Selain itu
juga terdapat perbedaan dalam
menempatkan komunikasi resiko.
Di Kanada, Inggris, dan Afrika
Selatan, komunikasi resiko
diadopsi langsung dan ditegaskan
di awal. Sementara di Indonesia,
komunikasi resiko dicantumkan
pada lampiran.
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Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Komunikasi Pemerintahan
dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Pedoman Strategi Institusi yang Tujuan Komunikasi
Komunikasi Pemerintah | Mengeluarkan
Penanganan Covid-19 Kantor Staf 1. Menciptakan ~ masyarakat  yang
Protokol Komunikasi Presiden tenang dan paham apa yang mereka
Publik (KSP, 2020) (KSP) harus lakukan bagi lingkungan

terdekatnya.

2. Membangun persepsi masyarakat
bahwa negara hadir dan tanggap
dalam mengendalikan situasi krisis
yang terjadi.

Canadian Pandemic
Influenza Preparedness:
Communications Strategy
((CPIP) Task Group, 2018)

the Canadian
Pandemic
Influenza
Preparedness
(CPIP) Task
Group

1. Membangun komunikasi yang
tepat waktu dan transparan
guna membangun kepercayaan
publik terhadap kapasitas pejabat
untuk mengelola pandemi dan
melindungi warga Kanada.

2. Memberikan  informasi  yang
akurat, kredibel, dan tepat
waktu, melalui pesan yang tepat,
disampaikan pada waktu yang
tepat oleh orang yang tepat kepada
audiens yang tepat sehingga dapat
membantu melindungi kesehatan
masyarakat, menyelamatkan
nyawa, dan meminimalkan
dampak sosial dan ekonomi.

Policy Paper
Communications Strategy
for UK Flu Pandemics
(Departement of Health,
2012)

Department of
Health, etc

1. Menjelaskan tentang pandemi.

2.Membangun  dan  memelihara
kepercayaan publik.

3. Meminimalisasi resiko terinfeksi.
Upaya menyediakan akses terbuka
ke berbagai sumber informasi akurat
langsung seperti saluran bantuan
telepon otomatis dan situs web.

Strategy on COVID-19
Republic of South Africa
(Gov.Comm, 2020)

Government
Communication
and Information
System

1.Untuk  menciptakan kesadaran
dan pemahaman tentang penyakit
COVID-19, gejala, dan risiko infeksi.

2.Untuk  menginformasikan  dan
mendidik  tentang virus dan
tindakan pencegahan.

3.Untuk menginformasikan
pemberdayaan masyarakat tentang
langkah-langkah mitigasi ekonomi
untuk menggalang langkah-langkah
intervensi pemerintah.

Sumber: diolah.




Dari segi penamaan kebijakan
hanya mencantumkan protokol
komunikasi publik, padahal
komunikasi pemerintahan dalam
penanganan Covid-19 meliputi
dua aspek, vyaitu komunikasi
publik dan komunikasi
organisasi pemerintahan. Di
samping itu, dalam pedoman
juga diatur informasi yang
wajib disebarluaskan, tetapi
justru menyebabkan terjadinya
disinfomasi, seperti penjelasan
virus mati dalam 5-15 menit.
Sejumlah  riset =~ membuktikan
virus Covid-19 mampu bertahan
selama tiga jam hingga tujuh
hari (Anggraini, 2020). Selain
itu, bila kita bandingkan laman
resmi pemerintahan antara https;/
indonesia.go.id/;  dengan  httpsy/
www.gov.uk/world, https.//www.
gov.za/, dan  httpsy//www.canada.
cafen.html, kita dapat mengetahui
penyampaian informasi Covid-19
di sejumlah negara terpusat.
Sedangkan di Indonesia dipisah
yaitu di https;/covid19.go.id/. Oleh
karena itu, pemerintah diharapkan
dapat merevisi pedoman
komunikasi pemerintahan dalam
penanganan Covid-19.

Komunikasi Pemerintahan
yang Efektif dalam

Penanganan Covid-19
Komunikasi ~ pemerintahan
yang efektif dalam penanganan
pandemi Covid-19 dapat dilakukan
dengan menempatkan Covid-19
sebagai complex intergovernmental
problems (CIP). Sebagaimana
dikemukakan  Schertzer (2020),
dengan Covid-19 sebagai CIP,
maka setiap elemen pemerintahan
terkait wajib memahami
bahwa dalam menghadapi CIP

dibutuhkan pola-pola komunikasi
yang luar biasa dan bukan
tradisional. Upaya ini sebenarnya
sudah dilakukan oleh pemerintah.
Setidaknya tercermin dari arahan
Presiden Joko Widodo yang
menegaskan menghadapi Covid-19
jangan kerja yang biasa-biasa saja
(Egeham, 2020).

Alternatif solusi kedua,
menerapkan  komunikasi  resiko
sebagai  pertimbangan  utama,
sehingga komunikasi pemerintahan
harus disesuaikan dengan
kelompok-kelompok yang berbeda.
Selain itu komunikasi pemerintahan
juga  harus  memperhitungkan
aspek perilaku bagaimana orang
bereaksi dan bertindak atas saran
dan informasi yang diterima (WHO,
2017).

Dengan demikian, pemerintah
seharusnya jangan terjebak pada
penyelenggaraan konferensi pers
rutin oleh seorang juru bicara saja.
Akan tetapi juga mempertimbangkan
opini masyarakat terhadap isu-
isu Covid-19 seperti kewajiban
memakai masker, rapid test, dan
isu lainnya dengan memanfaatkan
artificial intelligence. Dengan
demikian dapat diketahui secara
cepat penyebab sejumlah fenomena
dan jaringan informasi yang ada,
sehingga dapat segera disusun
materi dan sumber informasi yang
tepat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan
tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa DPR perlu mendorong
pemerintah untuk segera
membenahi dan melakukan revisi
terhadap pedoman manajemen
komunikasi pemerintahan dalam
penanganan pandemi Covid-19.
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Selain  itu, DPR  khususnya
Komisi I perlu mendorong
optimalisasi peran Kominfo

guna meningkatkan komunikasi
organisasi pemerintahan dan untuk
meningkatkan upaya sosialisasi,
sesuai dengan Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2015
tentang Kementerian Komunikasi
dan Informatika, serta Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik yang menempatkan
Menkominfo sebagai koordinator
dalam diseminasi kebijakan
strategis kegiatan dan program
pemerintah pusat.
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